
B U P A T I L A M P U N G S E L A T A N

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 38
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI

LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa dengan ditetapkannya Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik
Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) pada seluruh Indonesia;

Menimbang : a.

Bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2020
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung
Selatan
Kebiasaan bam Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona

(COVID-19) di Kabupaten Lampung
maka

b.

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi

Virus Disease 2019
Selatan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,
perlu dilakukan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman
Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Selatan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Halam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
3723);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

C.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional;

14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19),
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid
-19);

16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)
sebagai Bencana Nasional;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang
Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1071);

Komite



18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran
Corona Vims Disease (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 (Covid -19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang
Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai
Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 328/2020
tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Vims Disease
2019 (Covid -19);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tatanan Normal Barn Produktif dan Aman Corona Vims
Disease 2019 (Covid -19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negari dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Vims Disease 2019 (Covid -19) Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/ Menkes/ 382/2020
tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas
Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Vims
Disease 2019 (Covid -19);

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa
Transisi Menuju Pandemi;

25. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan
Aman Corona Vims Disease 2019 (Covid -19) di Lingkungan Provinsi
Lampung;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 16);

27. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vims Disease 2019
(Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716);

28. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Vims
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Selatan.

29. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor
36 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan bam Menuju
Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Kabupaten Lampung Selatan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Buapati Lampung Selatan
Nomor 36 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 34 dicabut.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

pengundangan

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal Januari 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANAMG ERMANTO

Diundangan di Kalianda
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR Z&

      ttd

THAMRIN

ttd




